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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan KPU 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan 
Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini 

adalah : 

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4801) sebagaimana telah diubah denagn UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5324); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 



Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaiman telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan 
KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan 
KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU 
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 
2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan 
KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 
23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 
2018; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-
Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 16/PP.02.3-

Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang : 

Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Karanganyar Tahun 2018, Menetapkan Jenis Formulir Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 
 CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal  
  27 September 2017. 

- Lampiran 83 halaman. 
  


